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TENTANG

PENGELOLA KEUANGAN APBD DAN BLUD

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET PROVINSI JAWA TENGAH

MENIMBANG

MENGINGAT

TAHUN ANGGARAN 2023

DIREKTUR RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH

ooa.

Bahwa guna kelancaran pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 perlu di tunjuk
Pengelola Keuangan RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur
Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara.Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana
diubah dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Perubahan
Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33;

g. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun
2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021

tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2021 Nomor 37).

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 912/921 Tahun
2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Badan
Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2021.

MEMUTUSKAN:

Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
sebagai Pengelola Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;

Semua biaya yang yang timbul akibat Surat Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran APBD/BLUD RSUD Kelet Tahun
Anggaran 2023;

Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DITETAPKAN DIJEPARA
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2023

DIREKTUR RSUD KELET
PROVINSI JAWA TENGAH
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AGUNG PRIBADI



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KELET
NOMOR :910/313/1X/2023
TANGGAL : 2 September 2023
PERUBAHAN PENGELOLA KEUANGAN APBD DAN BLUD
RSUD KELET JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PENGELOLA KEUANGAN 2022 JABATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN NOMOR DPA
dr. AGUNG PRIBADI, M.Kes, M.Si. Med, Sp.B |KUASA PENGGUNA ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 00267 /DPA /2023
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 00267/DPA/2023

a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT

1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan |00268/DPA/2023
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan |00269/DPA/2023
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta [00270/DPA/2023
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi

JOKO WINARNO, S.Kep, Ns, M.Kes PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 00267 /DPA /2023
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 00267/DPA/2023

a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD




NO.

NAMA PENGELOLA KEUANGAN 2022

JABATAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NOMOR DPA

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi

00268/DPA/2023

00269/DPA/2023

00270/DPA/2023

AGUS SETIAWAN, SE

PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

00267/DPA/2023

00267/DPA/2023

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi

00268/ DPA/2023

00269/DPA/2023

00270/DPA/2023




NO.

NAMA PENGELOLA KEUANGAN 2022

JABATAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NOMOR DPA

SITI MUNJIATI, S.E

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU APBD
DAN BLUD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

00267/DPA/2023

2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

00267/DPA/2023

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi

00268/DPA/2023

00269/DPA/2023

00270/DPA/2023

SUPRAYITNO

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU URUSAN BLUD/APBD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD

a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

00267/DPA/2023

00267/DPA/2023

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

00268/ DPA/2023

00269/DPA/2023




NO.

NAMA PENGELOLA KEUANGAN 2022

JABATAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NOMOR DPA

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi

00270/ DPA/2023

YUSNI WIJAYANTI

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
URUSAN BLUD

Pendapatan BLUD

00265/DPA/2023

SUPARDI, S.Sos

PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU URUSAN GAJI PNS

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

00266/ DPA/2023

HADI SUWEKO, S.Kep., Ns., M.Kep

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN APBD

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT

1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

a. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

00268/DPA/2023

00269/DPA/2023

ISTIQORI, S.Kep, Ns, M.Kes

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BLUD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

00267/DPA/2023

10

11
12

NOVALIA ADILA KRESNA, A.Md.GZ

HARYADA AGUSTIAN, S.Farm.Apt.
PRAKAS JULIAN ROBINSON, A.Md.

PEJABAT PENGADAAN

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular
dan Tidak Menular

2 Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

00268/DPA/2023

00269/DPA/2023

a. Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit




NoO. NAMA PENGELOLA KEUANGAN 2022 JABATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN NOMOR DPA
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta [00270/DPA/2023
Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
a. Sub kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan,
Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 00267 /DPA /2023
a. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
13 |FITYAN HAFIDZ, S.Tr.OP PENGURUS BARANG PENGGUNA
14 | JUSTIYANI WIDIANTI, SE PENGURUS BARANG PENGGUNA PEMBANTU
15 |YUDHA FANDI PRABOWO, SKM PENGADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH
16 |MUCH. TEGUH WICAKSONO, A.Md TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
17 |MAHFUDIN, A.Md TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
18 |MUHAMAD CATUR PUTRA, A.Md.Kom TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
19 |BUCHORI SETYO AJI P, A.Md.Kep TIM TEKNIS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
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